PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA
PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR @& TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA
DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA




Menimbang

Mengingat

DINAS BINA MARGA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA
PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR @£ TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA
DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA,

bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan
kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum yang mudah, tertib dan sistematis
demi mendapatkan hasil kerja yang efektif dan efisien,
sebagai salah satu upaya memenuhi tugas dalam
menyediakan tanah guna pembangunan infrastruktur
bina marga;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersifat Bersih Dan Bebas
Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan  Tanah bagi Pembangunan  Untuk
Kepentingan Umum,;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;




Menetapkan

KESATU

8. Undang-Undang Nomor 11 Thun 2020 tentang Cipta
Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum,

T Peraturan Menpan RI Nomor PER/21/M.PAN/11/2008
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating
Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Tim
Pengarah Reformasi Birokrasi;

8. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum;

9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan
Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri
Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum;

10. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun
2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

11. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24
Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;

12. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 94
Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas;

13. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 Pedoman
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  untuk
Kepentingan Umum,;

14. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibgkota
Jakarta Nomor 153 tahun 2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Bina Marga,

MEMUTUSKAN:

. KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI

DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIT PENGADAAN TANAH
BINA MARGA, DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA;

. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Unit

Pengadaan Tanah Bina Marga, Dinas Bina Marga Provinsi DKI

Jakarta:
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahapan Penyusunan

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Persiapan
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ke Kanwil BPN;




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Jasa
Penilai Pertanahan;

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Konsinyasi
Ke Pengadilan Negeri;

5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penitipan Ganti
Kerugian,;

6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Surat
Pengantar Pencairan Uang Konsinyasi;

7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan
Pengajuan Sertifikat Atas Tanah Kepada Kantor
Pertanahan;

8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Jual Beli Langsung.

: Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud

Diktum KESATU terlampir dalam keputusan ini;

: Standar Operasional Prosedur (SOP) ini merupakan pedoman

dalam melaksanakan mekanisme penyelenggaraan
administrasi pemerintahan pada Unit Pengadaan Tanah Bina
Marga, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;

: Ruang lingkup pedoman ini adalah proses pelaksanaan

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum dalam batas tugas dan fungsi Unit Pengadaan Tanah
Bina Marga, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal & -9 - 2021

KEPALA DINAS BINA MARGA
PROVINSI DKI JAKARTA,

/

HARI NUGROHO
NIP 196705161998031003




Lampiran : Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Nomor © 86 TAAUR 202\

Tanggal b b- - 02t

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA
PROVINSI DKI JAKARTA

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA
DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA




PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TAHAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
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DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA

Nomor SOP

— 85 Rhu L 2o

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

%rd - ot

Disahkan oleh

KEPALA DINAS BINA MARGA
PROVINS| DKI JAKARTA

Dr. Ir. Hari Nugroho, MM
NIP 196705161998031003

Nama SOP

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PENGADAAN TANAH

Dasar Hukum :

1.

24
3.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 11 Thun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor

19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 153 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Bina Marga

. Pergub Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan

Standar Operasional Prosedur

. Peraturan Mahkamah Agung Republ'ik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan

Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Kualifikasi Pelaksana :

Memahami Proses Tahapan Pengadaan Tanah

Peralatan/Perlengkapan :

Keterkaitan :

1. Laptop

2. Printer

3. Alat tulis kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Pelaksanaan Tugas Waijib Dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Yang
Berlaku, Apabila Tidak Dilaksanakan Sesuai SOP Maka Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan
Yang Berlaku




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA

MUTU BAKU
KETERANGAN
NO AKTIVITAS PEJABAT KASUBBAG PERALATAN/ PUT
T | KEPALA DINAS : WAKTU OUTPU
PIHAK KETIGA PENGADAAN | TATA USAHA KEPALA UNI PERLENGKAPAN

1 |Memerintahkan Pelaksanaan Pengadaan Tanah ;) DPA 30 menit Disposts|

2 |Memerintahkan untuk menyusun DPPT I:FI DPA 30 menit Disposisi

3 Kasubbag TU menyiapkan kelengkapan untuk proses I:j Instrumen Data 1 hari Trpa:f; gsgr‘lair&
pelaksanaan penyusunan DPPT

4 Kasubbag TU membantu melaksanakan penyusunan '::l Disposisi 3 hari Draft KAK
Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan RAB ‘

5 |Kasubbag TU mengkoordinasikan rancangan Kerangka IALIr1 TIDAK SETUIU Draft KAK 1 jam KAK
Acuan Kerja (KAK) untuk disetujui Kepala Unit
Kepala Unit memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk Draft Dok
melaksanakan proses pengadaan barang/jasa tenaga KAK 3 hari I CORHMEN

6 Pengadaan
profesional guna membantu proses pelaksanaan SETUIU 9
penyusunan DPPT

7 Pejabat Pengadaan memproses pelaksanaan pengadaan Draft Dokumen 20 hari PDokurgen
barang/jasa Pengadaan engadaan

8 Kepala Unit menandatangani kontrak dengan pihak ketiga Dokumen Pengadaan 1 hari Kontrak
dan penerbitan SPMK :

9 Pihak ketiga mulai melaksanakan penyusunan DPPT, E:l Kontrak 30-60 hari Draft DPPT
paparan dan revisi




MUTU BAKU

KETERANGAN
NO AKTIVITAS PEJABAT KASUBBAG PERALATAN/
KEPALA DINAS WAKTU OUTPUT
PIHAK KETIGA| pencapaan | TATA usana | KEPALA UNIT PERLENGKAPAN
B

10 Pihak Ketiga menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan E Draft DPPT 1 hari DPPT

kepada Kepala Unit

TIDAK SETUJU .
; TIDAK SETUJU  — .
11 |Kepala Unit melaporkan DPPT kepada Kepala Dinas | . DPPT 1jam DPPT
- _ _ ) . seruw |7

12 Kepala Dinas memeriksa laporan hasil pekerjaan > DPPT 3 Bt DPPT

penyusurian DPPT \
13 |Kepala Dinas menyetujui dan menandatangani DPPT (5 DPPT 2 jam DPPT




PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TAHAPAN PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH KE KANWIL BPN




| DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA

Nomor SOP

26 TARUN 202

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

[ -‘3 —2o0dy

Disahkan oleh

KEPALA DINAS BINA MARGA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dr. ir. Hari Nugroffo, MM
NIP 196705161998031003

Nama SOP

PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN
TANAH KE KANWIL BPN -

Dasar Hukum :

1.

2.
3.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 11 Thun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor

19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 153 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Bina Marga

. Pergub Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan

Standar Operasional Prosedur

. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan

Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Kualifikasi Pelaksana :

Memahami Proses Tahapan Pengadaan Tanah

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. Laptop
2. Printer
3. Alat tulis kantor

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Pelaksanaan Tugas Waijib Dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Yang
Berlaku, Apabila Tidak Dilaksanakan Sesuai SOP Maka Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan
Yang Berlaku




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH KE KANWIL BPN
UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA

MUTU BAKU
NO AR PEJABAT Satuan | KASUBBAG |\ o, ) ir |kepaLa DINas| | PERALATANS WAKTU OUTPUT  REIERARSAN
PELAKSANA PELAKSANA TATA USAHA PERLENGKAPAN

Memerintahkan Kepala Unit untuk mempersiapkan Dokumen Data Tahapan . ' —

1 |kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk persiapan Persiapan Pengadaan | 30 menit isposisi
pelaksanaan pengadaan tanah melalui Kanwil BPN Tanah

2 Kepala Unit memerintahkan Kasubbag TU untuk I:j Disposisi 30 menit Disposisi
menyiapkan bahan

L

Kasubbag TU memerintahkan Kasatpel untuk ) o )

3 |mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan sesuai checklist Disposisi 30 menit Draft Hal. 147
dalam Permen ATR/BPN Nomeor 19 Tahun 2021

y

4 |Kasatpel mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan sesuai } Draft 3 hari Draft

checklist dalam Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021
Y. LENGKAP

5 Membantu mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan sesuai | _Ir‘ Draft 3 hari Draft
checklist dalam Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021
Kasatpel melaksanakan pengecekan kelengkapan dokumen Lhas Draft

6 |yang dibutuhkan sesuai checklist dalam Permen ATR/BPN <> Draft A e
Nomor 19 Tahun 2021 e

, |Kasatpel membuat draft Surat Permohonan Pelaksanaan E'_L JEER L ERRAR Draft 1jam Draft
Pengadaan Tanah ke Kanwil BPN —

8 Pengecekan draft Surat Permohonan Pelaksanaan . ,/ ™\« JIDAKLENGKAP Draft 2 jam Draft
Pengadaan Tanah ke Kanwil BPN dan kelengkapan berkas LENGKAP)




MUTU BAKU

KETERANGAN
NO AKTIVITAS pEJABAT | KEPALA 1 wasuBBAG KEPALA DINAS|  PERALATAN WA ST
PELAKSANA | _ SATUAN | - Ta usaHa | KEPALAUNIT PERLENGKAPAN
PELAKSANA
Kepala Unit paraf surat Permohonan Pelaksanaan _ 1lipAk LENGKAP . § i Draft
9 |Pengadaan Tanah ke Kanwil BPN dan mengecek LENGKAP | \/" Draft 12
kelengkapan berkas
Kepala Dinas memeriksa surat Permohonan Pelaksanaan _/ ¢ i Draft
10 |Pengadaan Tanah ke Kanwil BPN dan mengecek LENGKAP | N\, Draft 4
kelengkapan berkas
Kepala Dinas menyetujui dan menandatangani surat x )
11 |Permohonan Pelaksanaan Pengadaan Tanah ke Kanwil BPN Ej Draft £lam Braihmen
dan mengecek kelengkapan berkas
Dokumen Surat
Mendokumentasikan surat Permohonan Pelaksanaan i dan Lampiran
12 |Pengadaan Tanah ke Kanwil BPN dan mengecek Berkas ! Kelengkapan
kelengkapan berkas Berkas




lsAvYA  RAYA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGADAAN JASA PENILAI PERTANAHAN
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DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA

Nomor SOP 8 & ™HUW 2o

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan -9 - 202/

Disahkan oleh

Dr. Ir. Hari Nu
NIP 196705161998031003

KEPALA DINAS BINA MARGA
PROVINS| DKI JAKARTA

-

ho, MM

Nama SOP

PENGADAAN JASA PENILAl PERTANAHAN

Dasar Hukum :

1:

2.
3

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 11 Thun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor

19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 153 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Bina Marga

. Pergub Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan

Standar Operasional Prosedur

. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan

Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Kualifikasi Pelaksana :

Memahami Proses Tahapan Pengadaan Tanah

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. Laptop
2. Printer
3. Alat tulis kantor

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Pelaksanaan Tugas Wajib Dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Yang
Berlaku, Apabila Tidak Dilaksanakan Sesuai SOP Maka Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan

Yang Berlaku




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN JASA PENILAI PERTANAHAN
UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA

MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PENILAI PEJABAT | KASUBBAG PERALATAN/ KETERANGAN
T PAL NAS WAKTU OUTPUT
PERTANAHAN | PENGADAAN | TATA USAHA KEPALA UNIT | KEPALA DI PERLENGKAPAN
Hasil inventarisasi dan
Memerintahkan Kepala Unit untuk melaksanakan identifikasi dari ketua 2 : e
@ D
g Pengadaan Jasa Penilai Pertanahan petaksana Pengadaan SHHEHI 3pasl
Tanah
2 Memerlntahkan untuk melaksanakan Pengadaan Jasa Disposisi 30 menit Disposisi
Penilai Pertanahan
'
peta bidang
Kasubbag TU menyiapkan kelengkapan untuk proses : tanah, daftar
3 1h B
melaksanakan Pengadaan Jasa Penilai Pertanahan Ietramen.Liata ol nominatif dan
salinan DPPT
Kasubbag TU membantu melaksanakan penyusunan
4 |Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Jasa Penilai I:j Draft KAK 1 hari Draft KAK
Pertanahan
Kasubbag TU mengkoordinasikan rancangan Kerangka —1 j
. —'l — 1 KAK
2 Acuan Kerja (KAK) untuk disetujui Kepala Unit R jam
Kepala Unit memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk TIDAK SETUJU
. Draft Dokume:
6 [melaksanakan proses pengadaan barang/jasa Pengadaan KAK St rg;tn Zd:an !
Jasa Penilai Pertanahan .
SETUIU
, |Peiabat Pengadaan memproses pelaksanaan pengadaan ] [TIDAK SETUIU Draft Dokumen 20 hari Boktmen
; I* ari
barang/jasa Pengadaan Pengadaan
Kepala Unit menandatangani kontrak dengan Penilai ~/ i
8 ¥ 1h K
Pertanahan dan penerbitan SPMK Dokumen Pengadaan ari ontrak
SETUIU
. berita acara
9 |penilai Pertanah Shedg i L_’_LI TIDAK SETUJU tKonr:ra:jk, f{’ erti:r':.in%f 128 bulap penyerahan sejak berita acara
. i Pertanahan melaksanakan tugas penilaian __I* el caka ina bahan penilaian ditandatangani
dan salinan DPPT (Hal.176)




NO

AKTIVITAS

MUTU BAKU

PENILAI
PERTANAHAN

PEJABAT
PENGADAAN

KASUBBAG
TATA USAHA

KEPALA UNIT

KEPALA DINAS

PERALATAN/
PERLENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

KETERANGAN

10

Kepala Unit memeriksa hasil pekerjaan yang diserahkan

oleh Penilai Pertanahan

SETUJU

Draft

3 Jam

berita acara
penyerahan hasil
penilaian
(Hal.176)

"

Kepala Unit melaporkan hasil penilaian Penilai Pertanahan

kepada Kepala Dinas

-

Berkas

2 jam

berita acara
penyerahan hasil

penilaian dan
laporan penilaian




PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAJUAN KONSINYASI KE PENGADILAN NEGERI




DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA

Nomor SOP 86 HuN Sools
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan 6 -8— 3oL
Disahkan oleh KEPALA DINAS BINA MARGA
PROVINSI DKI JAKARTA
’
Dr. Ir. Hari Nugrohtb, MM
NIP 196705161998031003
PENGAJUAN KONSINYASI KE PENGADILAN
Nama SOP NEGER|

Dasar Hukum :
1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum

. Undang-Undang Nomor 11 Thun 2020 tentang Cipta Kerja
. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor

19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 153 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Bina Marga

. Pergub Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan

Standar Operasional Prosedur

. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan

Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Kualifikasi Pelaksana :
Memahami Proses Tahapan Pengadaan Tanah

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. Laptop
2. Printer
3. Alat tulis kantor

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Pelaksanaan Tugas Waijib Dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Yang
Berlaku, Apabila Tidak Dilaksanakan Sesuai SOP Maka Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan
Yang Berlaku '




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN KONSINYASI KE PENGADILAN NEGERI
UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA

MUTU BAKU
PALA
NO AKTIVITAS PEJABAT KE KASUBBAG PERALATAN/ KETERANGAN
DIN : WAKTU OUTPUT
PELAKSANA SATUAN TATA USAHA KEPALA UNIT | KEPALA DINAS PERLENGKAPAN
PELAKSANA
. ( ) Berita acara permintaan S . .
. . . » . ; paling lama 5 (lima) Hari setelah
1 |Memerintahkan Kepala Unit untuk melaksanakan Pengajuan penitipan Ganti Kerugian | - 34 et Disposisi menerima pemintaan penitipan
Konsinyasi ke Pengadilan Negeri dari ketua pelaksana ; ;
Ganti Kerugian
Pengadaan Tanah
2 E:E:rlla Unit memerintahkan Kasubbag TU untuk menyiapkan I:j Disposisi 3C menit Disposisi
Kasubbag TU memerintahkan Kasatpel untuk mengumpulkan - - : : i
3 3 nit D
dokumen yang dibutuhkan : Bisposts PSR GIpasis
Y
4 [Kasatpel mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan | I Draft 3 hari Draft
|—_—"—L TIDAK SETUJU
5 [Membantu mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan Draft 3 hari Draft
& Kasatp_el melaksanakan pengecekan kelengkapan dokumen Draft 1 hari Draft
yang dibutuhkan
SETUIU
Kasatpel membuat Draft Surat permohonan penitipan Ganti a_l_ TIDAK SETUIU -
7 : ‘ ft
Kerugian dan kelengkapannya — Draft Tt PE




MUTU BAKU

NO AKTIVITAS PEJRBAY ?ﬁ?ﬂkﬁ KASUBBAG | e a UNIT |KEPALADINAS| PERALATANI WAKTU OUTPUT REIERANGAN
PELAKSANA TATA USAHA PERLENGKAPAN
PELAKSANA
Pengecekan Draft Surat permohonan penitipan Ganti ./\‘ TIDAK SETUJU Draft 2 jam Draft
C Kerugian dan kelengkapannya SETL \/
o |Kepala Unit paraf Draft Surat permohonan penitipan Ganti R <\ s JIEAK SETUIY Draft 1 jam Draft
Kerugian dan kelengkapannya /
10 Kepala Dinas memeriksa Draft Surat permohonan penitipan i =<> Draft 3 Jam Draft
Ganti Kerugian dan kelengkapannya
A
1 Kepala Dinas menyetujui dan menandatangani Draft Surat E Draft 2 jam Dokumen
permohonan penitipan Ganti Kerugian dan kelengkapannya
12 Mendokumentasikan Surat permohonan penitipan Ganti L 4 Berkas 1jam Berkas
Kerugian dan kelengkapannya : ( )




oAava  ravAa|

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENITIPAN GANTI KERUGIAN




TAVA TRAYA |

DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA

Nomor SOP g TRHUN 205

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi :
Tanggal Pengesahan G -9 —202
Disahkan oleh KEPALA DINAS BINA MARGA

PROVINSI DKI JAKARTA

NIP 196705161998031003

Nama SOP PENITIPAN GANTI KERUGIAN

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum :

1

2
3.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 11 Thun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor

19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

. Peraturan Gubernur Provinsi DK| Jakarta Nomor 153 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Bina Marga

. Pergub Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan

Standar Operasional Prosedur

. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan

Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Memahami Proses Tahapan Pengadaan Tanah

Peralatan/Perlengkapan :

Keterkaitan :

1. Laptop
2. Printer
3. Alat tulis kantor

Pencatatan dan Pendataan :

Peringatan :
Pelaksanaan Tugas Waijib Dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Yang
Berlaku, Apabila Tidak Dilaksanakan Sesuai SOP Maka Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan

Yang Berlaku




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENITIPAN GANTI KERUGIAN
UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA

MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PEJABAT KERALL KASUBBAG PERALATAN/ KETERANGAN
WAKTU OUTPUT ;
PELAKSANA SAIUAL TATA USAHA KEPALA UNIT | KEPALA DINAS PERLENGKAPAN
PELAKSANA
Memerintahkan Kepala Unit untuk melaksanakan Penitipan C:) ; o . -,
! Ganti Kerugian Penetapan Pengadilan 30 menit Disposisi
l::' -berita acara penitipan Ganti
Kerugian (Hal 199)
-berita acara permintaan penitipan
Ganti Kerugian
Kepala Unit memerintahkan Kasubbag TU untuk menyiapkan . = . - s -berita acara kesepakatan
2
bahan Disposisi S0 meni Blispossiel musyawarah penetapan Ganti
Kerugian
-surat pernyataan ketersediaan
anggaran Ganti Kerugian yang
akan dititipkan
Kasubbag TU memerintahkan Kasatpel untuk mengumpulkan ) 5 2 . - -
3
dokumen yang dibutuhkan Disposisi 30 menit Disposisi
4 |Kasatpel mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan 5:' Draft 3 hari Draft
I:'—L TIDAK SETUIU
5 |Membantu mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan Draft 3 hari Draft
Kasatpel melaksanakan pengecekan kelengkapan dokumen . i
8 yang dibutuhkan Draft then Dratt
: SETUIU




NO

AKTIVITAS

MUTU BAKU

PEJABAT
PELAKSANA

KEPALA
SATUAN
PELAKSANA

KASUBBAG
TATA USAHA

KEPALA UNIT

KEPALA DINAS

PERALATAN/
PERLENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

KETERANGAN

(Hal 199), Surat permohonan penitipan Ganti Kerugian dan
kelengkapannya

Kasatpel membuat Draft berita acara penitipan Ganti Kerugian

TIDAK SETUJU

—1"

Draft

1 jam

Draft

Pengecekan Draft bériia acara penitipan Ganti Kerugian (Hal
199), Surat permohonan penitipan Ganti Kerugian dan
kelengkapannya

AN

TIDAK SETUIU

S

SETUIU

Y

e

Draft

2 jam

Draft

Kepala Unit paraf Draft berita acara penitipan Ganti Kerugian
(Hal 199), Surat permohonan penitipan Ganti Kerugian dan
kelengkapannya

TIDAK SETUJU

SETUIU

Draft

1jam

Draft

10

Kepala Dinas memeriksa Draft berita acara penitipan Ganti
Kerugian (Hal 199), Surat permohonan penitipan Ganti
Kerugian dan kelengkapannya 4

SETUJU

Draft

3 Jam

Draft

11

Kepala-Dinas menyetujui dan menandatangani Draft berita
acara penitipan Ganti Kerugian (Hal 199), Surat permohonan
penitipan Ganti Kerugian dan kelengkapannya

Draft

2 jam

Dokumen

12

Mendokumentasikan Draft berita acara penitipan Ganti
Kerugian (Hal 199), Surat permohonan penitipan Ganti
Kerugian dan kelengkapannya

Berkas

1jam

Berkas




TAvA _mava|

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBERIAN SURAT PENGANTAR PENCAIRAN UANG KONSINYASI




: o Nomor SOP Bo TAMun 202y
| R e Tanggal Pembuatan
DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan L= - 202
UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA Disahkan oleh KEPALA DINAS BINA MARGA
PROVINSI DKI JAKARTA
~
Dr. Ir. Hari Nugroffo, MM
NIP 196705161998031003
PEMBERIAN SURAT PENGANTAR
Nama =0F PENCAIRAN UANG KONSINYASI

Dasar Hukum :

1.

2
3.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 11 Thun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor

19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 153 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Bina Marga

. Pergub Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan

Standar Operasional Prosedur

. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan

Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Kualifikasi Pelaksana :

Memahami Proses Tahapan Pengadaan Tanah

Peralatan/Perlengkapan :

Keterkaitan :

1. Laptop

2. Printer

3. Alat tulis kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Pelaksanaan Tugas Waijib Dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Yang
Berlaku, Apabila Tidak Dilaksanakan Sesuai SOP Maka Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan
Yang Berlaku




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SURAT PENGANTAR PENCAIRAN UANG KONSINYASI
UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA

MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PEJABAT KEPALA |\ \suBBAG PERALATAN/ KETERANGAN
SATUAN - | KEPALA UNIT | KEPALA DINAS WAKTU OUTPUT
ERL KAPAN
PELAKSANA PELAKSANA TATA USAHA P ENG
Memerintahkan Kepala Unit untuk melaksanakan prosedur C) Surat Permohonan Surat | 4 Disposisi
pemberian surat pengantar pencairan uang konsinyasi Pengantar
Kepala Unit memerintahkan Kasubbag TU untuk menyiapkan Disposisi 30 menit Disposisi
bahan
Kasubbag TU memerintahkan Kasatpel untuk mengumpulkan : o ’ . i
dokumen yang dibutuhkan Disposisi 30 menit Disposisi
y
Kasatpel mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan | I Draft 3 hari Draft
EL-L TIDAK SETUIU Termasuk konfirmasi ke
pengadilan apabila perkaranya
i : adalah sengketa yang
Membantu mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan Draft 3 hani Dt memerukan Akta van dading atau
putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap
Kasatpel melaksanakan pengecekan kelengkapan dokumen i
yang dibutuhkan Draft 1 hari Draft
SETUIU

Kasatpel membuat Draft surat pengantar pencairan uang I:Lj'i TIDAK SETUIU .
konsinyasi Draft 1jar B




MUTU BAKU

KEPALA KETERANGAN
PERALATAN/
NO AKTIVITAS o aoaNa | SATUAN KASUBBAG | KEPALAUNIT |KEPALADINAS|  orciencicapan | WAKTU OUTPUT
PELAKSANA
_A TIDAK SETUJU i
8 |Pengecekan Draft surat pengantar pencairan uang konsinyasi SETUJU '\ / * Draft 2 Jan bt
. [MIDAKSETUIU .
9 |Kepala Unit paraf surat pengantar pencairan uang konsinyasi SETUIU =<>"_ Draft Yiam Draft
10 I};(ep:-a_la Di_nas memeriksa surat pengantar pencairan uang - — <> Draft 3 Jam Draft
onsinyasi
A
1 Kepala Dinas menyetujui dan m_enan_datangani Draft surat Draft 2 jam Dokumen
pengantar pencairan uang konsinyasi
12 Ment_jokur_rlentasikan surat pengantar pencairan uang Berkas 1jam Berkas
konsinyasi




PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERMOHONAN PENGAJUAN SERTIFIKAT ATAS TANAH KEPADA KANTOR PERTANAHAN




DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh KEPALA DINAS BINA MARGA
PROVINSI DKI JAKARTA
P

Dr. Ir. Hari Nugroho, MM
NIP 196705161998031003

PERMOHONAN PENGAJUAN SERTIFIKAT
Nama SOP ATAS TANAH KEPADA KANTOR
PERTANAHAN

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum

2. Undang-Undang Nomor 11 Thun 2020 tentang Cipta Kerja

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

4. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan
Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 153 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Bina Marga

7. Pergub Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan

Standar Operasional Prosedur

Kualifikasi Pelaksana :

Memahami Proses Tahapan Pengadaan Tanah

Peralatan/Perlengkapan :

Keterkaitan :

1. Laptop
2. Printer
3. Alat tulis kantor

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Pelaksanaan Tugas Wajib Dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Yang
Berlaku, Apabila Tidak Dilaksanakan Sesuai SOP Maka Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan

Yang Berlaku




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN PENGAJUAN SERTIFIKAT ATAS TANAH KEPADA KANTOR PERTANAHAN
UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA

MUTU BAKU
KEPALA KETERANGAN
NO AKTIVITAS PEJABAT KASUBBAG PERALATAN/
EPALAU KEPALA DINAS WAKTU OUTPUT
PELAKSANA PESL?A?STN " TATA USAHA K NIE PERLENGKAPAN
CD Data Hasil Pelaksanaan Surat Permohonan diajukan

4 |Memerintahkan Kepala Unit untuk mengajukan permohonan Pengadaan Tanahdan | 45 o0 Disposisi paling lamaJ0-(ga putub) bard

sertipikat Hak Atas Tanah kepada Kantor Pertanahan sudah dicatatkan dalam sejak:ienarime gepyErahan hasy

KIB A Pengadaan Tanah
CJ

2 Kepala Unit memerintahkan Kasubbag TU untuk menyiapkan Disposisi 30 menit Disposisi

bahan
3 Kasubbag TU memerintahkan Kasatpel untuk mengumpulkan Disposisi 30 menit Disposisi

dokumen yang dibutuhkan -

h 4
4 |Kasatpel mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan E':, Draft i Draft
t— TIDAK SETUJU

5 |Membantu mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan LF Draft 7-14 hari Draft
6 Kasatpel melaksanakan pengecekan kelengkapan dokumen Draft 1 hari Draft

yang dibutuhkan '

SETUIU
i TIDAK SETUIU

7 Kasatpel membuat Draft surat permohonan sertipikat Hak EL—L Draft 3 jam Draft

Atas Tanah kepada Kantor Pertanahan e '




MUTU BAKU

KEPALA TAN/ KETERANGAN
NO AKTIVITAS PEJABAT KASUBBAG PERALA WAKTU OUTPUT
UNIT | KEPALA DINAS
PELAKSANA | _ SATUAN | ora usaHa | KEPALA PERLENGKAPAN
PELAKSANA
Pengecekan Draft surat permohonan sertipikat Hak Atas . «—[[1DAK SETUIU Draft 1jam Draft
8 [Tanah kepada Kantor Pertanahan SETUI [ TN~
9 Kepala Unit paraf surat permohonan sertipikat Hak Atas > 4—FDAKSETUAY Draft 2 jam Draft
Tanah kepada Kantor Pertanahan 1L _
10 Kepala Dinas memeriksa surat permohonan sertipikat Hak SR =<> Draft 1jam Draft
Atas Tanah kepada Kantor Pertanahan
C
Kepala Dinas menyetujui dan menandatangani Draft surat j
11 |permohonan sertipikat Hak Atas Tanah kepada Kantor Draft 3 Jam Bekyroen
Pertanahan
12 Mendokumentasikan surat permohonan sertipikat Hak Atas ( ) Berkas 1 jam Berkas
Tanah kepada Kantor Pertanahan




PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
‘JUAL BELI LANGSUNG




DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI. JAKARTA
UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA

Nomor SOP 86 tARUN 200
| Tanggal Pembuatan
| Tanggal Revisi _
Tanggal Pengesahan L-g-1w1\
Disahkan oleh KEPALA DINAS BINA MARGA
PROVINSI DKI JAKARTA
r
N 4
Dr. Ir. Hari Nugfoho, MM
NIP 196705161998031003
Nama SOP JUAL BELI LANGSUNG

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum

2. Undang-Undang Nomor 11 Thun 2020 tentang Cipta Kerja

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

4. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan
Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 153 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Bina Marga

7. Pergub Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur

8. Pergub Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan

Standar Operasional Prosedur

Kualifikasi Pelaksana :

Memahami Proses Tahapan Pengadaan Tanah

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. Laptop
2. Printer
3. Alat tulis kantor

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Pelaksanaan Tugas Waijib Dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Yang
Berlaku, Apabila Tidak Dilaksanakan Sesuai SOP Maka Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan

Yang Berlaku




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JUAL BELI LANGSUNG
UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA

=

MUTU BAKU
NO AKTIVITAS KEPALA | . SUBBAG : PERALATAN/ KETERANGAN
SATUAN KEPALA UNIT | KEPALA DINAS WAKTU OUTPUT
AN
PELAKSANA TATA USAHA PERLENGKAP.
1 .Memerilntahkan Kepala Unit untuk melaksanakan prosedur C:) DPA 30 menit Disposisi
jual beli langsung
K | Ini i 3
o |Kepala Unit memerintahkan Kasubbag TU untuk E:I Disgosisi 30 menit Disposisi
menyiapkan bahan
Kasubbag TU memerintahkan Kasatpel untuk . L : : s
3 30 menit Disposisi
mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan [——, Dipetst n 'SP
Kasatpel dibantu pejabat pelaksana membuat draft surat draft surat
honan
4 permohonan Peta Informasi Rencana Kota (d.h. peta lokasi E—L TIDAK SETUJU g:at: Is:f:_tmzzi";znzana 1jam permohonan Peta
ltrase) ke DCKTRP termasuk antisipasi apabila terdapat - Kota Informasi
SIPPT/IPPT / IPPR Rencana Kota
/\ draft surat
) > <+ |TIDAK SETUJU draft surat permohonan
Pengecekan draft surat permohonan Peta Informasi SETUIU | i . . permohonan Peta
5 -
Roricsnaiata \/ Peta Infor::tsal Rencana 3jam (i
Rencana Kota
draft surat
. _ \4 TIDAK SETUJU honan
6 Kepala Unit paraf draft surat permohonan Peta Informasi SETUJU '< / & gr:t: T:f::artmzz;rg:nzana 1jam permohonan Peta
Rencana Kota Kotd Informasi
o Rencana Kota
Kepala Di iksa draft surat honan Pet ’/> distrsurat; periohagan errg;a:;z:;alt:’eta
=p. inas memeriksa draft surat permohonan Peta SETUIU \ Peta Informasi Rencana 3 Jam p

Informasi Rencana Kota

Kota

Informasi

Rencana Kota




MUTU BAKU

KEPALA KETERANGAN
NO AKTIVITAS KASUBBAG PERALATAN/ OUTPUT
SATUAN KEPALA UNIT | KEPALA DINAS WAKTU
PERLENGKAPAN
PELAKSANA TATA USAHA
draft surat h Surat
‘ raft surat permohonan
8 Kepala Dinas menyetujui dan menandatangani draft surat - Peta Informasi Rencana 2 jam parmoenhonal .
permohonan Peta Informasi Rencana Kota Kota Peta Informasl
Rencana Kota
9 Kasatpel dibantu pejabat pelaksana membuat draft I:":l Draft DPPT 30-80 hari DPPT SOP Penyusunan DPPT
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
draft Surat
i i v draft Surat permohonan permohonan
10 Kasatpel dibantu pejabat pelaksana mgmbuat dlraft Surat I___l_l= [TIDAK SETUJU bantuan ke BPAD terkait 1 jam bantuan_ ke BPA.D
permohonan bantuan ke BPAD terkait informasi aset informasi aset terkait informasi
aset '
draft Surat
draft Surat permohonan permohonan
1 Pengecekan draft Surat permohonan bantuan ke BPAD e / \4 TIDARSETUN bantuan ke BPAD terkait 3jam bantuan ke BPAD
terkait informasi aset N informasi aset terkait informasi
aset
draft Surat
draft Surat permohonan permohonan
12 |Kepala Unit paraf draft Surat permohonan bantuan ke SETUIU /\ TIDAK SETUJU bantuan ke BPAD terkait| 1jam  |bantuan ke BPAD
BPAD terkait informasi aset \/ informasi aset terkait informasi
aset
draft Surat
i i SETUIU / draft Surat permohonan permohonan
13 Kepala Dinas memeriksa draft Surat permohonan bantuan > bantuan ke BPAD terkait 3 Jam bantuan ke BPAD
ke BPAD terkait informasi aset informasi aset terkait informasi
aset
l . Surat
i jui i draft Surat permohonan permohonan
14 Kepala Dinas menyetujui dan menandatangani draft Surat | | bantuan ke BPAD terkait 2 jam bantuan ke
" |permohonan bantuan ke BPAD terkait informasi aset informasi aset BPAD terkait
informasi aset




MUTU BAKU

NO AKTIVITAS KEPALA | waAsuBBAG PERALATAN/ KETERANGAN
SATUAN KEPALA UNIT | KEPALA DINAS WAKTU OUTPUT
B R AR TATA USAHA PERLENGKAPAN
Kasatpel dibantu pejabat pelaksana membuat draft surat El—l‘ TIDAK SETUJU draft surat dan Laporan S;af;faur:?;s:;
15 |dan Laporan kepada Gubemur terkait lokasi tanah yang — i lokasi tanah yang akan 1jam tangh ang akan
akan dibebaskan dibebaskan dibeybasgkan
FEDAY _/\ TIDAK SETUIU draft surat dan Laporan draft surat dan
16 Pengecekan draft surat dan Laporan kepada Gubernur -\/4 lokasi tanah yang akan 3 jam Lapoiranjolas|
terkait lokasi tanah yang akan dibebaskan ° aSIdi,n b y: 98 J inafyang skan
Inebagkan dibebaskan
draft surat dan
17 Kepala Unit paraf draft surat dan Laporan kepada Gubernur SETUY =/ \‘ Lol ey ?rzﬂ sltjrat :anahap;;:: 1 jam Esgianiidrasi
terkait lokasi tanah yang akan dibebaskan \/ ° a3|d1natjayk g : Eanahyang akan
HedgEhe dibebaskan
- N o— draft surat dan
18 Kepala Dinas memeriksa draft surat dan Laporan kepada SETUIU _/ | ri §t:r?1ahananapak:n 3 Jam Lapomtiokes]
" |Gubernur terkait lokasi tanah yang akan dibebaskan i etk vl fanah yang akan
g N dibebaskan 4
dibebaskan
< . B . i Surat dan
epala Dinas menyetujui dan menandatangani draft surat draft surat dan Laporan Laporan lokasi
19 |dan Laporan kepada Gubernur terkait lokasi tanah yang Ej lokasi tanah yang akan 2jam | 4 nah k
akan dibebaskan dibebaskan nc;bey::sgk:nan
! Berita acara
20 |Kepala Unit melaksanakan sosialisasi ke warga I___I Dokumen kelengkapan L dZ?(iIrTlaI;sni:ls,i gzgzttp‘ﬁ;"spos's'ka” S
daftar hadir
. . _ il draft Surat
21 asatpel dibantu pejabat pelaksana membuat draft Surat I:'—l_‘r TIDAK SETUJU draft Surat permohonan 1jam permohonan
— pematokan trace

permohonan pematokan trace

pematokan trace




MUTU BAKU

KEPALA KETERANGAN
NO AKTIVITAS KASUBBAG PERALATAN/ WAKTU OUTPUT
SATUAN TATA USAHA KEPALA UNIT [KEPALA DINAS PERLENGKAPAN
PELAKSANA
draft Surat
SETLIU _)\ TIDAK SETUIU draft Surat permohonan | 5. permohonan
22 |Pengecekan draft Surat permohonan pematokan trace —\ /* pematokan trace pematokan trace )
draft Surat
SETWU | N\ |TIDAK SETUIL draft Surat permohonan .
: 1 jam permohonan
23 |Kepala Unit paraf draft Surat permohonan pematokan trace '\ / pematokan trace pematokan trace
draft Surat
24 Kepala Dinas memeriksa draft Surat permohonan SETLIY / draft Surat permohonan 3 Jar permohonan
pematokan trace pematokan trace pematokan trace
l ' Surat
05 Kepala Dinas menyetujui dan menandatangani draft Surat | I draft Surat permohonan 2 jam permohonan
permohonan pematokan trace pematokan trace pematokan trace
v
26 |KKasatpel dibantu pejabat pelaksana melaksanakan | j Surat permohonan 1-2 hari | Dokumen Trace
pendampingan pematokan Trace pematokan trace
draft Surat
Kasatpel dibantu pejabat pelaksana membuat draft Surat L4 T draft Surat permohonan 4 e permohonan
27 |permohonan pengukuran bidang tanah ke Kantor | ___||= pengukuran bidang tanah ) pengukuran
Pertanahan bidang tanah
draft Surat
28 Pengecekan draft Surat permohonan pengukuran bidang SETHY _/\: TIDAK SETUIU 3 draft Surat pgrmohonan 3 jam perm?jfllzigaa:
tanah ke Kantor Pertanahan * -|pengukuran bidang tanah peng
bidang tanah




MUTU BAKU

KEPALA KETERANGAN
NO AKTIVITAS KASUBBAG PERALATAN/
SATUAN KEPALA UNIT | KEPALA DINAS WAKTU OUTPUT
PERLENGKAPAN
PELAKSANA TATA USAHA
draft Surat
29 |Kepala Unit paraf draft Surat permohonan pengukuran SEHY | TIDAK SETUJU draft Surat permohonan i permohonan
bidang tanah ke Kantor Pertanahan \/ pengukuran bidang tanah pengukuran
bidang tanah
draft Surat
30 Kepala Dinas memeriksa draft Surat permohonan SETUIU / draft Surat permohonan 3 Jam permohonan
pengukuran bidang tanah ke Kantor Pertanahan. pengukuran bidang tanah pengukuranh
. bidang tana
Kepala D i g GiafiG l Surat Surat
epala Dinas menyetujui dan menandatangani draft Surat . _ ermohonan
31 |permohonan pengukuran bidang tanah ke Kantor | I pder:guksranii danrtansh 2 jam ?Jengukuran
Fefanaizn bidang tanah
A4 :
32 Kasatpel dibantu pejabat pelaksana mendampingi I :l Surat Surat permohonan 1-2 hari Peta bidang
pengukuran bidang tanah petugas ukur Kantor Pertanahan pengukuran bidang tanah tanah
draft Surat
¥ draft Surat permohonan peprononan
Kasatpel dibantu pejabat pelaksana membuat draft Surat I__|_ TIDAK SETUJU ir:ventarisal;i bangunan _ inventarisasi
33 |permohonan inventarisasi bangunan dan benda-benda —J" Ysmatrabendaieinnga 1 jam bangunan dan
lainnya di atas tanah di atas @nah benda-benda
lainnya di atas
tanah
draft Surat
honan
- o &\ [TIDAKSETUIL draft Surat permohonan ﬁ:m?ar{ij : T
34 Pengecekan draft Surat permohonan inventarisasi bangunan \/ inventarisasi bangunan 3 jam bangunan dan

dan benda-benda lainnya di atas tanah

dan benda-benda lainnya
di atas tanah

benda-benda
lainnya di atas
tanah




MUTU BAKU

NO AKTIVITAS KEPALA | | rsuBBAG PERALATAN/ KETERANGAN
SATUAN KEPALA UNIT | KEPALA DINAS WAKTU OUTPUT
N
PELAKSANA TATA USAHA PERLENGKAPA
draft Surat
SEID] s « | TIDAKSETUIU draft Surat permohonan pertohonan
: . ;o > * . e inventarisasi
35 |Kepala Unit paraf draft Surat permohonan inventarisasi \/ inventarisasi bangunan 1jam bangunan dan
bangunan dan benda-benda lainnya di atas tanah dan benda-benda lainnya bantisbends
Hitates tahan lainnya di atas
tanah
draft Surat
_ _ SETUIU permohonan
Kepala Dinas memeriksa draft Surat permohonan =/ c_iraftn?urriztazie{)r::hj::: inventarisasi
36 [inventarisasi bangunan dan benda-benda lainnya di atas dmwf) ad P ? — 3 Jam bangunan dan
tanah an edn z:- etn ahamny benda-benda
e lainnya di atas
tanah
l Surat
permohonan
Kepala Dinas menyetujui dan menandatangani draft Surat | I Qraﬁn?u;zta:ieg::h;:l:: inventarisasi
37 |permohonan inventarisasi bangunan dan benda-benda diTJ ad benda Igainn 5 2 jam bangunan dan
lainnya di atas tanah an edr: at— setanah y benda-benda
Al lainnya di atas
tanah
i Daftar
i i it Surat permohonan inventarisasi
Kasatpel dibantu pejabat pelaksana mendampingi E:I inventariFs,asi bangunan bangunan dan
38 [pelaksanaan inventarisasi bangunan dan benda-benda dan benda-benda lainnya 1-2 hari benda-banda
Ll ata_s taneh di atas tanah lainnya di atas
tanah
v draft Surat
39 Kasatpel dibantu pejabat pelaksana membuat draft Surat l _|l= UDARSERID draft Surat permohonan 1jam permohonan
inventarisasi tanaman inventarisasi

permohonan inventarisasi tanaman

tanaman




MUTU BAKU

NO AKTIVITAS KEPALA |\ SUBBAG PERALATAN/ KETERANGAN
SATUAN KEPALA UNIT |KEPALA DINAS WAKTU OUTPUT
PELAKSANA TATA USAHA PERLENGKAPAN
SETUIU )\4 TIDAK SETUJU draft Surat
40 |Pengecekan draft Surat permohonan inventarisasi tanaman \/ d.raft Surgt pgrmohonan 3 jam 'permoh(.)nan‘
) : inventarisasi tanaman inventarisasi
tanaman
SETWU | N\ [TibAksETUIL . draft Surat
41 Kepala Unit paraf draft Surat permohonan inventarisasi '\/ draft Surat permohonan 1iam permohonan
tanaman inventarisasi tanaman J inventarisasi
tanaman
_ _ SETLIY / _ draft Surat
42 Kepala Dinas memeriksa draft Surat permohonan ’ \ draft Surat permohonan 2 Ji permohonan
inventarisasi tanaman inventarisasi tanaman inventarisasi
tanaman
v
. | I draft Surat permohonan Surat
43 Kepala Dinas menyetujui dan menandatangani draft Surat inventarisasi bangunan 2iam permohonan
permohonan inventarisasi tanaman dan benda-benda lainnya J inventarisasi
di atas tanah tanaman
]
: : g Daftar
Kasatpel dibantu pejabat pelaks
44 p pej p ana mendampingi Surat permohonan 1-2 hari inventarisasi

pelaksanaan inventarisasi tanaman

inventarisasi tanaman

tanaman




MUTU BAKU

NO AKTIVITAS KEPALA | . SUBBAG PERALATAN/ KETERANGAN
SATUAN KEPALA UNIT | KEPALA DINAS WAKTU OUTPUT
RLENGKAPAN
PELAKSANA TATA USAHA PE NG A

Kasatpel dibantu pejabat pelaksana melaksanakan l
45 |Penyelidikan Status, Riwayat, penguasaan dan penggunaan I:l Kelengkapan dokumen 1-2 hari lgjig:ﬁr 81'}::;5;1

tanah dan bangunan serta benda lain diatas tanah .

Kasatpel dibantu pejabat pelaksana melaksanakan ‘L < : Draft Daftar
46 - o

Penyusunan Daftar Nominatif I:-:I Dratt Dattar Bzt T2 hanl Nominatif

A 4
47 |Kepala Dinas melaksanakan Pengesahan Daftar Nominatif I::, Draft Daftar Nominatif 1-2 hari Daftar Nominatif
v

45 |Kepala Dinas melaksanakan pengumuman daftar nominatif I::] daftar nominatif dan petal 44 pai | Dokumentasi

dan peta bidang tanah bidang tanah

- - " . | Laporan Penilaian |SOP Pengadaan Jasa Penilai

49 |Pengadaan Jasa Penilai atau Penilai Publik | ] Dokumen kelengkapan | 20-40 hari Pertanahan  |Pertanahan

Melaksanakan Penelitian berkas untuk meneliti bukti 3 Checklist
50 [kepemilikan tanah dan bukti perolehan tanah serta dokumen Dokumen kelengkapan 1 hari s

: . Penelitian Berkas
lain yang dibutuhkan
Musyawarah bentuk dan besar ganti rugi dengan mengacu EEI . |Berita Acara
1
3 pada hasil appraisal Dokumen kelengkapan 1 ban Musyawarah dan
Keputusan
SK Penetapan Bentuk dan besar Ganti Rugi dari Ka. SKPD Ej ‘. |Penetapan bentuk
2 .

5 Dokumen kelengkapan 1 hari daii besarya

yang memerlukan tanah

ganti rugi




MUTU BAKU

NO AKTIVITAS KEPALA KETERANGAN
SATUAN Tﬁi”:::& KEPALA UNIT | KEPALA DINAS P::fé::;::ihl WAKTU OUTPUT
PELAKSANA
53 |Pelepasan Hak . |Dokumen
P Dokumen kelengkapan 1 hari Pelepasan Hak
Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan proses 3 S
54 |pencairan anggaran + pembaya Kk j 2 . |Surat Perintah
2emi|ik) ag p yaran (langsung kepada |: Dokumen kelengkapan | 1-5hari |0 oo spw)
Surat permohonan
- e v Pengajuan SOP Pengajuan Permohonan
55 [Pengajuan sertifikasi ke Kantor Pertanahan ( ) Dokumen kelengkapan | 10-30 hari |sertifikasi ke Setifikat Atas Tanah kepada
Kantor Kantor Pertanahan
Pertanahan




